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Abstrak
 

Suatu kota mutlak memerlukan keteraturan dan ketertiban. Pemda DKI Jakarta misalnya, melakukan

penertiban bahkan penggusuran dengan satu alasan yang pasti yaitu: "demi keteraturan dan ketertiban kota".

Tetapi, mengapa tindakan ini mengundang kontroversi yang amat tajam?

<br><br>

Hal ini disebabkan karena "keteraturan sosial" sering didefinisikan secara sepihak oleh pemerintah.

Misalnya, keteraturan sosial adalah "patuh pada Perda yang berlaku". Hal ini benar, apalagi bila kita

menganut prinsip "supremasi hukum". Tetapi perlu kita ingat bahwa keteraturan secara sosiologis adalah

suatu "patterned behavior atau patterned interaction" (perilaku atau interaksi sosial yang terpola karena

dilakukan oleh orang banyak secara berulang-ulang atau terus menerus), sehingga warga masyarakat dapat

meramalkan dan mengantisipasi perilaku orang lain dalam interaksi sehari-hari. Lama kelamaan pola ini

menjadi suatu "norma" yang walaupun tidak formal (legal) tetapi disepakati di antara warga masyarakat.

Masyarakat justru akan mengalami kekacauan atau kebingungan (disorder) kalau tiba-tiba kesepakatan itu

berubah sehingga satu sama lain tidak dapat mengantisipasi apa yang akan dilakukan lawan interaksinya.

<br><br>

Jadi, secara sosiologis keliru bila kita katakan "keteraturan sosial di masyarakat kita sudah hancur, karena

banyak orang yang melanggar hukum". Yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa di masyarakat kita masih

ada "keteraturan sosial", tetapi cenderung bertentangan arah dengan undang-undang yang resmi berlaku.

Dengan kata lain pola interaksi yang sudah disepakati antarwarga (keteraturan sosial) tidak sejalan dengan

ketertiban hukum (legal order). Inilah masalah sosiologis yang paling mendasar di masyarakat kita saat ini.

Titik pangkalnya ada pada pemahaman mengenai ketertiban hukum yang berlaku. Peraturan Daerah nomor

11 tahun 1988 yang menjadi landasan hukum pengaturan ketentraman dan ketertiban umum, seharusnya

dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat atau warga DKI Jakarta agar pola interaksi

keteraturan sosial dan ketetapan hukum dapat tercipta sinergisnya. Namun, sampai saat ini setelah belasan

tahun Perda ini diberlakukan, justru citra negatif malah tampak baik melekat pada Pemda DKI Jakarta

maupun aparat Dinas Tramtib, sementara kesemerawutan kota Jakarta juga kian menjadi jadi.

<br><br>

Tesis ini secara khusus mengkaji dan mengevaluasi kebijakan ketertiban umum yang tertuang dalam Perda

No. 11 tahun 1988 yang dipandang dari aspek kehumasan yang dilakukan oleh Dinas Tramtib Pemda

Jakarta Utara. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengadakan

pengamatan lapangan selama 1 tahun dengan menggunakan metode penelitian Indeepth Interview

(wawancara mendalam) dan Studi dokumentasi dan jenis data yang dihimpun adalah data primer dan data

sekunder.

<br><br>

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program kerja Dinas Tramtib dan

https://lib.ui.ac.id/detail?id=81994&lokasi=lokal


Linmas Pemda DKI Jakarta Utara telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dari

mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pendapat narasumber mengenai pelaksanaan Perda No 11

tahun 1988 banyak mengemuka dan berkembang lebih mengarah pada sektor-sektor kebijakan yang

menyangkut realitas kehidupan yang dihadapi publik seperti masalah keamanan dan ketertiban, pengadaaan

sarana dan prasarana umum, pengelolaan transportasi uinum, serta pelayanan dan kinerja aparat pemda.


